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Pemkot Diminta Jemba
"~ UKM denganBank.

UMBULHARJO -- Perbank- Menurutn.y-a, bank :;yériah
an belum sepenuhnya berpihak pun tidak bisa diharapkan. Bank

pentingan UKM. Misalnya de-
Mgan memberikan referensi ke-

kepada kepentingan pengem-
bangan usaha kategori usaha
kecil dan menengah. Pemerintah
Kota (Pemkot) Yogyakarta di-
minta menjembatani UKM de-
ngan perbankan.

Permintaan tersebut disam-
paikan para pengurus Himpun-
an Pengusaha Muda Indonesia
(Hipmi) DIY saat beraudiensi
dengan Wakil Walikota Yogya-
karta, H Haryadi Suyuti di Ba-
laikota Timoho, Selasa (9/12)
S0re.

Ketua BPD Hipmi DIY, H
Setyo Wibowo mengemukakan,
pernyataan perbankan tentang
keberpihakan mereka terhadap
UKM hanya retorika. Demikian
pula dengan pernyataan potensi
atau kemampuan membayar se-
bagai pertimbangan utama bank
untuk mengucurkan kredit. Ke-
nyataannya, bank tetap men-
jadikan jaminan aset sebagai
syarat utama kredit.

syariah setali tiga uang dengan
bank konvensional dalam kebi-
jakan kreditnya. S

“Bank itu inginnya tetap
independen, bukan mitra UKM.
Bank yg bank, kalau mengatakan
mitra itu hanya untuk branding
yang mengesankan kalau bank
itu baik hati. Bank mitra UKM
itu bohong,” ucapnya.

Untuk itu dia meminta Pem-
kot bisa menjadi jembatan an-

‘tara pengusaha kecil dan mene-

ngah dengan bank. Sebab tidak
semua pengusaha mewujudkan
kekayaan usahanya dalam ben-
tuk aset. Misalnya, pelaku in-
dustri kreatif sering mengguna-
kan keuntungan usahanya un-
tuk membeli alat, bukan aset,
padahal bank menginginkan
aset.

Senada,’ pengurus Hipmi
DIY, Kusdiyono menanyakan
kemungkinan Pemkot “mempe-
ngaruhi” perbankan untuk ke-

pada bank mengenai UKM yang
akan meminjam ke bank. Hal
tersebut diharapkan bisa dilaku-
kan setidaknya kepada bank
lokal seperti BPD. Dia menilai
sampai saat ini*BPD belum ba-
nyak berperan dalam pengem-
bangan UKM.

“Kredit pemerintah seperti
KUR yang Rp 5 juta itu terlalu
kecil. Sementara kalau ke bank
banyak ganjalannya. Inginnya
kita ya misalnya jangan sampai
pengembangan usaha gagal
gara-gara jaminan. Kita dapat
buyer, tapi gagal memenuhi,
karena nggak bisa dapat modal
dari bank akibat terbentur jamin-
an,” tuturnya.

Haryadi sendiri menilai tidak
pas apabila BPD hanya menjadi
“kasir” pemerintah. Mestinya
BPD bisa memperbesar porto-
folio kreditnya. BPD mestinya
bisa menunjukkan kalau dirinya
tuan rumah di DIY. (fir) :
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